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ABSTRAK

PenelitianinibertujuanuntukmenjelaskanapakahAnggaranPendapatandanBelanja
DaerahberdampakterhadapBelanjaPemerintahProvinsiAceh.Penelitianinimerupakan
jenispenelitiankuantitatifdenganmengunakandatasekunder.Adapunjenisdatayang
digunakandalam penelitianadalahdatasekunderyangbersumberdata-datadokumen
LaporanRealisasiAPBDyangdiperolehdariDinasPengelolaanKeuangandanKekayaan
Aceh(DPKKA).Teknikanalisisdatayangdigunakandalam penelitianiniadalahteknik
analisislinearsederhana.AnalisisregresilineardigunakanuntukmembuktikanPengaruh
PendapatanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah terhadapBelanjaPemerintah
ProvinsiAceh.Hasilpenelitiandiperolehbahwaanggaranadalahstabilisatorekonomi
bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan fiskalnya. Setiap peningkatan
pengalokasian APBD sebesar1% akan berdampak terhadap peningkatan Belanja
Pemerintah ProvinsiAceh sebesar4,375% pertahun.Pengalokasian APBD untuk
berbagai kegiatan pembangunan akan meningkatkan pengeluaran agregat dan
berdampak terhadap Belanja Pemerintah ProvinsiAceh sebesar89,10%.Hasiluji
hipotesis diperoleh nilaithitung > ttabel atau 5,559 > 1,883 yang berartibahwa
pengalokasianAPBDpadapembangunankegiatanproduktifmemberikandampakyang
signifikanterhadapBelanjaPemerintahProvinsiAceh.

Katakunci:APBD,BelanjaPemerintah

PENDAHULUAN

Pembangunansuatunegarahendaknyadilaksanakanmelaluipembangunannasionalsecara

berkesinambungan. Salah satu bagian penting daripembangunan nasionaladalah

pembangunanekonomi.untukmengoptimalkanperanansumberdayadalam menciptakan

kenaikan pendapatan pada seluruh sektor ekonomidan mengusahakan tercapainya

pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pembangunan nasional yang dilaksanakan

membutuhkan anggaran belanja pada setiap periode. Seiring dengan peningkatan

pembangunannasional,makaanggaranbelanjayangdiperlukanjugasemakinmeningkat,

yangdikumpulkandarisegenappotensisumberdayadanpendapatanyangdimilikioleh

suatunegara.Anggaranpendapatandanbelanjayangdikumpulkandituangdalam suatu

program atau rancangan pemerintah yang disebutAnggaran Pendapatan dan Belanja

Negara(APBN).

Pemerintah daerah membutuh sumber dana yang jumlahnya sangat besar dalam

pelaksanaanpembangunanditingkatregional,yangkeseluruhandaridanatersebutdisusun

dalam laporan APBD serta merupakan dasarpengelola keuangan daerah dalam tahun

tertentuyangberisipendapatandanpembiayaandanapemerintah.Pengelolaankeuangan

daerahsangatbesarpengaruhnyaterhadapnasibsuatudaerah.Pengelolaankeuanganyang

baikakanmendorongpertumbuhanekonomidanmeningkatkanpenerimaandaerah.

AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahdiProvinsiAcehmendudukiposisisentraldalam

upayapengembangankapabilitasdanefektivitaspemerintahdaerahsebagaiinstrumen
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kebijakan.Pemerintah daerah sebagaipihakyang dibebankan tugasmenjalankan roda

pemerintahan,pembangunan dan pelayanan masyarakat,wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawabankeuangandaerahnyayaituberupalaporanrealisasiAPBDuntukdinilai

dandievaluasiapakahpemerintahdaerahberhasilmencapaitujuannyaatautidakdalam

mensejahterakanmasyarakatnya.Bagianpendapatandapatdilihatdariupayapemerintah

memperolehdanadarisumberpendapatanyangsebagianbesarberasaldaripajakdan

retribusidaerahyangdibayarolehmasyarakat,sedangkanbagianbelanjadapatdilihatdari

upayapemerintahdalam mengalokasikanpendapatanyangdiperolehnyauntukmembiayai

program yangmenjadiprioritaspemerintah.

PembangunandaerahyangdilaksanakanolehPemerintahProvinsiAcehbertujuanuntuk

pemerataan hasilpembangunan.Namun,kenyataannya banyak terjadipenyimpangan

sehinggahasilpembangunantersebutbelum dinikmatiolehmasyarakatsecaramerata.

KetimpanganpembangunandiProvinsiAcehselamainiberlangsungdanberwujuddalam

berbagai aspek dan mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi regional.

Permasalahaniniterjadikarenadalam pengeloaanAPBD olehpemerintahkurangefektif

serta pengalokasiannya kurang tepatsasaran untuk menciptakan pembangunan pada

bidangproduktif.BesarnyaAPBDdiProvinsiAcehterlihatpadatabelberikut:

Tabel1.RealisasiAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahdiAcehTahun2007-2016
Tahun PendapatanDaerah BelanjaDaerah PembiayaanDaerah APBD
2007 3.012.478.244.185,13 3.137.627.210.432,87 3.266.881.087.852,40 9.416.986.542.470,40
2008 6.991.764.844.913,10 5.715.623.665.304,00 2.819.239.109.587,79 15.526.627.619.805,89
2009 6.042.467.779.063,03 7.642.847.005.194,25 3.443.367.904.706,89 17.128.682.688.964,17
2010 6.992.253.904.018,37 7.528.516.368.216,00 1.842.988.678.575,67 16.363.758.950.810,04
2011 7.610.320.147.037,19 7.374.625.289.279,00 1.273.145.751.093,61 16.258.091.187.410,30
2012 9.180.143.048.473,63 8.757.319.943.552,18 1.508.840.608.851,30 19.446.303.600.877,11
2013 10.671.826.520.445,50 11.220.427.555.133,80 1.948.740.094.046,82 23.840.994.169.626,12
2014 11.606.175.260.015,30 12.045.847.341.692,80 1.356.465.864.694,80 25.008.488.466.402,90
2015 11.680.376.915.213,00 12.135.635.484.500,70 741.935.123.460,09 24.557.947.523.173,79
2016 12.364.563.976.147,30 12.119.713.196.647,10 217.881.122.545,44 24.702.158.295.339,84

Sumber:BadanPengelolaanKeuanganDaerahProvinsiAceh,2017

Pemerintah Provinsi Aceh sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan dan

tanggungjawab untuk menyelenggarakan kepentingan mayarakat berdasarkan prinsip

keterbukaan,partisipatifdandapatdipertanggungjawabkankepadamasyarakat.Tujuandari

suatudaerahuntukmelakukanpembangunanadalahuntukmencapaipertumbuhanekonomi

yangtinggidanberkesinambungan.Padadasarnyapembangunandapatdikatakansebagai

suatu prosesperubahan yang membuatsebuah keadaan dimasa sekarang diharapkan

menjadilebihbaikdimasayangakandatang.Salahsatutugaspentingdaripemerintahan

daerahadalahmenyediakandanmembanguninfrastrukturpublikmelaluialokasibelanja

modalpada APBD.Belanja modaldidefinisikan sebagaipengeluaran anggaran dalam

pencapaianasettetapsertaasetlainnyayangdapatmemberikandampakpositiflebihdari

satu periode akuntansi(Peraturan Pemerintah RINo.71 tahun 2010 tentang Standar

AkuntansiPemerintahan).

Belanjamodalmerupakanbelanjapemerintahdaerahyangmempunyaipengaruhpenting

terhadap pertumbuhan ekonomisuatu daerah dan akan memilikidaya ungkitdalam

menggerakkanrodaperekonomiandaerah.Dalam rangkamewujudkanpelayananpublik

kepadamasyarakat,setiappemerintahdaerahperlumenyusunprioritasbelanjamodaldan

perencanaan yang baik sehingga dapatmenjadikunciuntuk menyiasatikendala yang

dihadapi.MenurutPeraturanMenteridalam NegeriNo.21Tahun2011tentangPedoman
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Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),dalam merencanakan

alokasibelanja pada APBD agarlebih mengutamakan pihakuntukkepentingan publik

(belanjalangsung)daripadakepentinganaparatur(belanjatidaklangsung).

Pengalokasikankomponenbelanjalangsungyangberupabelanjamodal,pemerintahharus

mengarahkanbelanjamodaluntukpembangunaninfrastrukturyangmenunjanginvestasidi

daerahdalam mendorongpertumbuhanekonomidaerahtersebut.Melakukanevaluasidan

pengkajianterhadapbaranginventarisyangtersediabaikdarisisikondisimaupunumur

ekonominya sehingga pengadaan barang inventaris dilakukan secara selektifsesuai

kebutuhanmasing-masing.Satuankerjaperangkatdaerahkemudianmenyusunbelanja

modalsebesarharga beli/bangun asettetap ditambah seluruh belanja terkaitdengan

pengadaan/pembangunanasettetaptersebutsampaisiapdigunakan.

Belanjamodalyang diterimadaerahyang mengalamipeningkatan,namunpeningkatan

tersebutbelum mengindikasikan bahwa pemenuhan atas keterbatasan ketersediaan

infrastruktur,sarana dan prasarana daerah itu sendiri. Banyak pembangunan dan

pengembanganinfrastrukturyangharusdilakukankhususnyadiacehuntukmembantu

prosespercepatanpeningkatankesejahteraanmasyarakat.Salahsatuupayapemerintah

daerah untuk percepatan pembangunan dan pengembangan infrastrukturdaerah yaitu

denganpengalokasiansumber-sumberpendapatandaerahdanjugapembiayaandaerah

secara efektifdan efisien terhadap belanja modaldaerah.SumberPendapatan dan

pembiayaandaerahituberasaldaripendapatanaslidaerah(PAD).

Tingkatpertumbuhan ekonomimenjadisalah satu tujuan penting masyarakatdaerah

maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah

melakukan pembangunan ekonomidengan mengelola sumber daya yang ada dan

membentukpolakemitraandenganmasyarakatuntukmenciptakanlapanganpekerjaanbaru

yangakanmempengaruhiperkembangankegiatanekonomidalam daerahtersebut.Salah

satuindikatorutamakeberhasilanpembangunanekonomiditandaidenganmeningkatnya

produktivitasdanpendapatanperkapitapenduduksehinggaterjadiperbaikankesejahteraan.

Namun yang terjadipeningkatan pertumbuhan ekonomitidak selalu diikutidengan

peningkatanbelanjamodal,haltersebutdapatdilihatdarikecilnyajumlahbelanjamodal

yangdianggarkandengantotalanggaranbelanjadaerah.

Peningkatan alokasibelanja modaldalam bentuk asettetap sepertiinfrastrukturdan

peralatan diharapkan mampu menciptakan produktivitas perekonomian dimasyarakat,

karena semakin tinggibelanja modalsemakin tinggipula produktivitas perekonomian.

Seharusnya pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik

melakukanperubahankomposisibelanja,karenaselamainibelanjadaerahlebihbanyak

digunakanuntukbelanjarutinyangrelatifkurangproduktif.

METODEPENELITIAN

Penelitianinimerupakanjenispenelitiankuantitatif.Adapunjenisdatayangdigunakan

dalam penelitian adalah data sekunderyang bersumberdata-data dokumen Laporan

RealisasiAPBD yang diperoleh dariDinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh

(DPKKA).Teknikanalisisdatayangdigunakandalam penelitianiniadalahteknikanalisis

linear sederhana. Analisis regresi linear digunakan untuk membuktikan Pengaruh

Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Belanja Pemerintah

ProvinsiAceh.Hubunganantarvariabeltersebutdigambarkandenganpersamaansebagai
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berikut:

Y=a+b1x1+e

Keterangan:

Y =BelanjaModal

a =Konstanta

b =SlopeatauKoefisienRegresi

x1 =AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah

e =Error

HASILDANPEMBAHASAN

HasilPenelitian

DampakAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahterhadapPertumbuhanEkonomidiAceh

Untuk menjelaskan dampak darivariabelbebas (independen)terhadap variabelterikat

(dependen)ataudampakAPBDterhadapBelanjaPemerintahAcehdapatdilihatdarihasil

pengolahandata,yaitu:

RegresiLinearSederhana

Analisis regresilinearsederhana adalah hubungan secara linearantara satu variabel

independen(X)denganvariabeldependen(Y).Analisisregresilinearsederhanadigunakan

untukmengetahuiarahhubunganantaravariabelindependendenganvariabeldependen

apakahpositifataunegatifdanuntukmemprediksinilaidarivariabeldependenapabilanilai

variabelindependenmengalamikenaikanataupenurunan.Hasilpengujianestimasiregresi

linearsederhanadapatdilihatpadatabelsebagaiberikut:

Tabel1.HasilPengujianRegresiLinearSederhana

Variabel B StandarError thitung ttabel Sig
Kostanta 13442,918 15622,497 0,860 1,833 0,415
APBD 4,375 0,000 5,559 1,833 0,001
KoefisienKorelasi(R) 0,891
KoefisienDeterminasi(R2) 0,794
AdjustedRSquare(R2) 0,769

Sumber:HasilPengolahanDataSekunder,2018

Berdasarkanhasilpengelohandatadiatas,diperolehpersamaanakhirestimasiregresilinear

sederhanayaituY=13442,918+4,375X.Maka,daripersamaantersebutdapatdijelaskan

bahwa:

1.Kostantasebesar13442,918,apabiladiasumsikantidakadanyaperubahanAPBD,maka

BelanjaPemerintahProvinsiAcehsecararata-rataadalahsebesarRp.13442,918Milyar

pertahun;

2.KoefisienregresidariAPBD(variabelX)sebesar4,375,artinyaapabilaAPBD(variabelX)

mengalamipeningkatan sebesar1%,akan berdampakterhadap peningkatan Belanja

PemerintahProvinsiAceh(VariabelY)secararata-ratayaitusebesar4,375%pertahun;

3.KoefisienKorelasi(R)sebesar0,891menunjukkanbahwaAPBD(variabelX)berdampak

sebesar89,10%terhadapBelanjaPemerintahProvinsiAceh(VariabelY);

4.Koefisien Determinasi(R2)sebesar0,794 artinya bahwa sebesar79,40% perubahan

Belanja Pemerintah ProvinsiAceh (variabelY)merupakan dampak dariAPBD (X),
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sedangkanselebihnyayaitusebesar20,60% dijelaskanolehvariabelatauindikatorlain

diluarpenelitianini;dan

5.KoefisienAdjustedRSquaresebesar0,769menujukanbahwasekitar76,90%variasidari

BelanjaPemerintahProvinsiAceh(VariabelY),merupakandampakdariAPBD(variabelX),

sedangkanselebihnyayaitusebesar23,10%dipengaruhiolehvariabelatauindikatorlain

diluarpenelitianini.

UjiSignifikanKoefesienRegresi(Ujit)

Ujitatauujisearah(ujiparsial)digunakanuntukmelihatpengaruhvariabelbebasterhadap

variabelterikat.Ujitjugadigunakanuntukmengujiapakahmodelregresiantaravariabel

bebas(X)danvariabelterikat(Y)berdampaksecarasignifikanatautidaksignifikan.Maka,

hasilanalisisoutputprogram StatisticalProductandServiceSolution(SPSS)Versi16:00

diperolehnilaithitunguntukAPBD(variabelX)sebesar5,559danttabelpadatingkatsignifikansi

0,05atau5%sebesar1,883.Maka,disimpulkanbahwathitung>ttabelatau5,559>1,883,dan

hasilpengujianmenerimaHipotesisalternatif(Ha)danmenolakHipotesisnol(H0),yang

berartibahwaAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(variabelX)berpengaruhsecara

signifikanterhadapBelanjadiProvinsiAceh(VariabelY).

Pembahasan

Pemberlakuanotonomidaerahyangberkaitandenganpelimpahanwewenangpengambilan

keputusan,penentuankebijakan,pengelolaandanapublikdanpengaturankegiatandalam

penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat,merupakan peranan

keuangandiProvinsiAcehyangdibutuhkanuntukmengidentifikasikansumberpembiayaan

daerahsertajenisdanbesarbalanjayangharusdikeluarkanagarperencanaankeuangan

dapatdilaksanakan secaraefektifdan efisien.Sehingga,keuangan daerah APBD akan

memberikangambaransecarastatistikmengenaiperkembangananggarandanrealisasi,

baikpenerimaanmaupunpengeluarandananalisaterhadapnyamerupakaninformasiyang

pentingterutamauntukmembuatkebijakandalam pengelolaankeuangandaerah.

Perananpemerintahdaerahdalam mengaturkegiatanperekonomiandianggaprelatifbesar,

dikarenakanPemerintahProvinsiAcehmemilikiperanandalam mengatur,mengeloladan

mengalokasikansumberdanadanpengeluaran.Besarkecilnyapengeluaranuntukkegiatan

pembangunandiProvinsiAcehakanmenciptakanberbagaiprasaranayangdibutuhkan

dalam kegiatanpembangunanekonomi.KebijakanPemerintahProvinsiAcehmengenai

anggaranpembangunansektorekonomidituangkandalam APBD.KebijakanPemerintah

juga diperlukan dalam halpendistribusian anggaran,untuk dapatterciptanya sumber

pendapatanbarubagidaerah.Kebijakanpengeluaranpemerintahyangsecaralangsung

dapatmendorongpertumbuhanekonomiadalahbelanjapembangunan,karenapertumbuhan

ekonomidapatdiwujudkanmelaluipembangunanprasaranaekonomidansosialseperti

jalan,jembatandanpembangunanprasaranasektorekonomilainnya.

AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBD)sebagaialatkebijakanfiskalpemerintah

digunakan untuk menstabilkan ekonomidan mendorong pertumbuhan ekonomidan

merupakanrencanakerjapemerintahdaerahyangdinyatakandalam satuanrupiahdalam

periodetertentuyaituselamasatutahun.MelaluiAPBDdapatdiketahuiarahkebijakanfiskal

pemerintah,sehinggadapatdilakukanprediksidanestimasiekonomi.Anggaranmerupakan

suatulaporanyangmemuatpenerimaandanpembelanjaandaerah,sertaditetapkantarget
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yangakandicapaipemerintahdalam penerimaanpendapatandanpengeluaran.Kebijakan

pemerintah daerah dituangkan dalam anggaran tersebut. Setiap tahunnya,proses

penyusunananggaranmenjadiisusorotanutamamasyarakat,dikarenakanAPBD selalu

menjadiindikatorperekonomiandaerahselamatahunberikutnya.Sehingga,APBDmenjadi

dasar,apakahmasyarakatakansemakinsejahteraatautidak.Untukmencapaihaltersebut,

diperlukanpengetahuanprosespenyusunanAPBDyangefektifdanefisien.

PenentuanbesaranAPBD setiaptahunakanmenentukankeberhasilanpembangunandi

ProvinsiAceh.RealisasiAPBDmerupakanrepresentasipengeluaranpemerintahdaerahdan

memberikandampakterhadapkinerjaperekonomianProvinsiAcehyangterlihatdariadanya

kenaikanProdukDomestikRegionalBruto(PDRB).Penjelasantersebutsesuaidenganhasil

pengolahan databahwasetiap peningkatan APBD sebesar1% yang dialokasikan pada

pembangunan kegiatan produktifakan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan

ekonomidiProvinsiAcehsecararata-ratayaitusebesar4,375%pertahun.

Pembelanjaan pemerintah untuk kegiatan pembangunan di Provinsi Aceh akan

meningkatkanpengeluaranagregatdanmempertinggitingkatkegiatanekonomiregional.

Jika dikaitkan dengan pembelanjaan pemerintah dalam realisasiAPBD,semakin besar

belanja pemerintah,maka semakin meningkat pula pertumbuhan ekonomiregional.

PenjelasantersebutsesuaidenganhasilpengolahandatabahwaAPBDberdampaksebesar

89,10%terhadappertumbuhanekonomidiProvinsiAceh.

Pengelolaan keuangan daerah diProvinsiAceh tidak bisa terlepas daripengelolaan

anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah,sehingga anggaran penerimaan dan

pengeluarandaerahatauAPBDmenjadirelevandanpentingbagipemerintahdaerah.APBD

seharusnya dikelola dengan baik dan dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik

mungkinuntukdapatmeningkatkanpelayanandankesejahteraanmasyarakat,sehingga

dengandicapainyatujuandaerahyangtelahditetapkandapatdiketahuikinerjapemerintah

ProvinsiAceh.

SIMPULAN

Berdasarkanhasildanpembahasanpenelitian,makadapatdisimpulkanbahwa:1)Anggaran

PendapatandanBelanjaDaerah(APBD)sebagaialatkebijakanfiskalpemerintahyang

digunakanuntukmenstabilkanekonomidanmendorongpertumbuhanekonomi;2)APBD

merupakan representasipengeluaran pemerintah daerah yang memberikan dampak

terhadapkinerjaperekonomian,setiappeningkatanpengalokasianAPBDsebesar1% akan

berdampak terhadap peningkatan Belanja Pemerintah ProvinsiAceh sebesar4,375%

pertahun; 3) pengalokasian APBD untuk berbagai kegiatan pembangunan akan

meningkatkanpengeluaranagregatdanberdampakterhadapBelanjaPemerintahProvinsi

Acehsebesar89,10%;dan4)hasilujihipotesisdiperolehnilaithitung>ttabelatau5,559>1,883

yang berarti bahwa pengalokasian APBD pada pembangunan kegiatan produktif

memberikandampakyangsignifikanterhadapBelanjaPemerintahProvinsiAceh.
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